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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kebijakan  Kota Mataram tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi 

perumahan adalah UUD 1945, UU No 1 Tahun 2011, SK No 16 Tahun 

2014 dan Perda Kota Mataram No 5 Tahun 2019. Kebijakan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram pada hakikatnya terkait 

dengan beberapa pertimbangan yang diperlukan seperti pertumbuhan 

penduduk dan ketersediaan lahan  di Kota Mataram.  

2. Faktor yang Mengakibatkan Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Menjadi Perumahan Di Kota Mataram. 

a. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal antara lain faktor pertumbuhan penduduk, 

faktor nilai jual, faktor peluang usaha, faktor kualitas lahan dan faktor 

ekonomi 

b. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu letak lahan dan produktivitas lahan.  

B. Saran 

1. Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 memuat hal-hal yang perlu dikaji 

ulang, seperti luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan mana 

yang  dijadikan  lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
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2. Hak-hak petani di masyarakat khususnya di perkotaan semakin diperkuat 

dalam kaitannya dengan pemaksimalan lahan pertanian melalui teknologi 

tepat guna. 

Penuntutan pidana terhadap mereka yang bertanggung jawab untuk dakwah, 

dengan mempertimbangkan dimensi sosial. Berikan solusi penerusan fungsi jika 

memungkinkan. B. Ganti rugi tanah  yang  dibangun dengan  harga yang sama di 

lokasi lain yang tidak mengganggu penataan ruang  Kota Mataram.   
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